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2.1 [bookmark: _Toc131132342][bookmark: _Toc131277774][bookmark: _Toc139490087]Penelitian Sebelumnya
Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti tetapi di lokasi/tempat lain yaitu :
1. “Pola Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara”. Peneliti : Jopang , Wa Ode Harliyanti Unga, La Ode Efrianto, Rosika, Yusnita Universitas Halu Oleo (2022).
Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu Belum adanya sarana dan prasarana, alat uji dan tenaga penguji yang ada dibeberapa kabupaten ini diduga sebagai pemicu terjadinya indikasi pungutan liar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengawasan terhadap uji kelayakan kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Siagian (2005). Hasil penelitian yaitu pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.
2. “Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota”. Peneliti: kikiyunita, linayatilestari, nurhayati (2019). 
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Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu masih banyaknya angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar operasional menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penertiban angkutan umum. Kurangnya pengawasan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Siagian (2005). Hasil penelitian yaitu bahwa masih banyaknya angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar operasional menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penertiban angkutan umum.
3. “Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)”. Peneliti : Julianda, Eko Handrian. (2022).
Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu Masih ada ditemukannya kendaraan mobil barang tidak layak jalan yang masih beroperasi serta banyaknya supir atau pemilik kendaraan yang belum melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sehingga menurunnya jumlah uji kendaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Van Meter Van Horn (Dalam Leo Agustino, 2014:139). Hasil penelitian yaitu belum maksimalnya sasaran pada pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan jumlah uji kendaraan pada mobil barang, dan belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang dalam memberikan pemahaman tentang pengujian kendaraan bermotor.
4. “Peningkatan pelaksanaan Pra Uji Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang”. Peneliti : Syafira Ananda Putri (2020).
Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu pada pemeriksaan persyaratan teknis (pra uji) dilaksanakan di tempat pengujian mekanis emisi gas buang yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pemeriksaan persyaratan teknis serta Belum tersedianya tempat pelaksanaan pra uji di luar gedung uji, sehingga masih dilaksanakan di dalam gedung uji bersamaan dengan pengujian laik jalan yang membuat pelaksanaan pengujian menjadi kurang maksimal. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
5. “Implementasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum Kaitannya Dengan Keselamtan Penumpang Dikabupaten Sijunjung”. Peneliti : Otoviur Dwi Chantika (2019).
Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu masih banyak kendaraan bermotor yang belum atau tidak melakukan uji KIR yang dapat membahayakan dirinya dan masyarakat sekitar serta masalah waktu, praktis dan tidak inginnya masyarakat berbelit-belit menjadi faktor yang menyebabkan banyak pemilik kendaraan atau pengemudi memanfaatkan jasa calo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena kurangnya daya serap atau responsivitas kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mengenali kebutuhan wajib uji.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	No
	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Peneliti
	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti

	1. 
	Pola Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara

Jopang , Wa Ode Harliyanti Unga, La Ode Efrianto, Rosika, Yusnita
Universitas Halu Oleo
2022
	· Metode penlitian yang digunakan kualitatif
· Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Siagian (2005).
· Output penelitian yaitu berdasarkan hasil wawancara pengawasan uji kendaraan bermotor pada Dinas perhubungan belum terlaksana dengan baik.
	· Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe


	2. 
	“Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota”.
kikiyunita, linayatilestari, nurhayati (2019)

	· Metode yang digunakan kualitatif
· Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Siagian (2010).
· Output penelitian yaitu masih banyaknya angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar operasional menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penertiban angkutan umum.
	- Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Batam 

	3. 
	“Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)”
Julianda, Eko Handrian. (2022)
	
	· Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Van Meter Van Horn (Dalam Leo Agustino, 2014:139)
· Output penelitian yaitu belum maksimalnya sasaran pada pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan jumlah uji kendaraan pada mobil barang
· Metode yang digunakan kuantitatif
· Lokasi Penelitian Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

	4.
	“Peningkatan pelaksanaan Pra Uji Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang”
Syafira Ananda Putri (2020)
	· Metode yang digunakan metode kualitatif
· Output Penelitian yaitu Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
	· Teori
· Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Magelang 

	5.
	“Implementasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Angkutan Umum Kaitannya Dengan Keselamtan Penumpang Dikabupaten Sijunjung”
Otoviur Dwi Chantika (2019)

	- Metode yang digunakan metode kulitati
	-  Teori
-  Output penelitian kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena kurangnya daya serap atau responsivitas kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mengenali kebutuhan wajib uji.
-  Lokasi penelitian Dikabupaten Sijunjung



Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian peneliti secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu mengenai Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian mengenai Pengawasan Kepala Seksi Terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan teori Siagian (2010; 139-140).
Berdasarkan uraian di atas, penelitian peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian-penelitian lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian peneliti ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
[bookmark: _Toc131132343][bookmark: _Toc139490088]2.2 Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc131132344][bookmark: _Toc139490089]2.2.1 Tinjauan Pengawasan
Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut S.P Siagian (2010:126) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.
[bookmark: _Toc131132345]Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
[bookmark: _Toc139490090]2.2.2 Jenis-jenis Pengawasan 
1. Menurut waktu pelaksanaan
a) Setelah kegiatan
Pengawasan ini disebut juga evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil kerja dari setiap anggota kelompok dan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi agar kesalahan-kesalahan itu tidak berulang dimasa yang akan datang. 


b) Pada saat kegiatan 
Pengawasan ini lebih bersifat control.Pengawasan ini lebih bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan untuk memperbaiki kinerja para anggota.
2. Menurut Cara Pelaksanaanya
1) Secara Langsung 
a) Melakukan pemeriksaan atau vervikasi 
b) Dengan latar belakang tertentu, seperti ada dugaan penyimpangan atau karena ada kejadian penting seperti pergantian kepengurusan.
2) Secara tidak langsung 
a) Melakukan review, yaitu mengawasi apa saja yang telah terjadi pada satu organisasi 
b) Rutin, yaitu pelaksanaan pengawasan itu sendiri sudah diagendakan sebelumnya.
[bookmark: _Toc139490091]2.2.3 Tujuan Pengawasan 
	Tujuan dari fungsi pengawasan, Grifin (Kurniawan 2008:318-321) mengemukakan bahwa ada empat tujuan dari fungsi pengawasan. Empat tujuan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Adaptasi Lingkungan
Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi agar terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi . Dengan demikian fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perubahan lingkungan, seperti perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat dan sebagainya, karena sangat memungkinkan perusahaan juga merubah rencana yang dibebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi.


2. Memindahkan
Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Apabila organisasi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai standar maka akan terjadik kegagalan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga akan merugikan organisasi tersebut.
3. Meminimumkan Biaya 
Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah meminimumkan biaya. Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah pekerjaan. Pengawasan terhadap tenaga kerja dari korupsi, korupsi dapat berupa jam kerja, penggunaan fasilitas bukan untuk kepentingan pekerjaan dan penggelapang uang. Melalui pengawasan pula, kita dapat memperkirakan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan dan yang dapat dihemat.
4. Mengantisipasi kompleksitas dari Organisasi
Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi yang dapat mengantisipasi berbagai kegiatan kompleks. Kompleks tersebut dari mulai pengelolaan terhadap pekerjaan, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur terkait dengan manajemen organisasi.

[bookmark: _Toc139490092]2.2.4 Cara-cara Pengawasan
  Proses pengawasan harus dilaksanakan dengan baik, cara-cara pengawasan dikemukakan menurut Hasibuan (2008:245), yaitu :
1. Pengawasan langsung 
Pengawasan dilakukan sendiri secara langsung oleh pemimpin atau manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai yang dikehendaki. Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat (on the sport observation) dan laporan di tempat (on the spory report). 
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan jarak jauh, artinya melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan salah satunya  melalui media visual, laporan tulis, laporan lisan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil serta laporan tulisan mengenai pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. 

[bookmark: _Toc139490093]2.2.5 Proses Pengawasan
Pengontrolan atau pengawasan suatu proses, Menurut Uber Silalahi (2002 : 396-400) sebagai proses pengawasan secara garis besar terdiri dari empat tahap, yaitu : 
1. Tetapkan Standar 
Manajer harus menetapkan standar untuk setiap karakteristik yang akan dikontrol, dua tipe standar yang di akui; standar keluaran (output standars). Standar keluaran mengukur hasil kinerja (perfomance resulls) berupa kuantitas, kualitas, biaya atau waktu; sebaliknya standar masukan mengukur usaha-usaha kerja (works effort) yaitu pelaksanaan tugas. 
2. Monitor dan ukuran kinerja 
Pelaksanaan kerja (performance) adalah “the level of individual’s work achievement that comes only after effort has been excerted”. Untuk melaksanakan tahap ini perlu diterapkan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tampilan kerja yang dapat diukur berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan kerja organisasi. Tampilan kerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengumpulkan data kerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket dan pengamatan atau laporan, baik laporan lisan (oral reports) dan laporan tertulis (written reports). Dibandingkan hasil aktual dan standar.
3. Bandingkan hasil aktual dan standar
Membandingkan kerja aktual dengen kerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan. : “Needs for action = Desired performance – Actual performance”.
4. Ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.
Jika hasil membandingkan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dengan standar, maka manager perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk diperbaiki. Jika hasil kerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat dari manager adalah mengakui kinerja dapat diterima. Jika hasil kinerja aktual menyimpang dari standar yang ditentukan sampai batas control tolerance,  maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian sehingga mengubah standar yang digunakan.

[bookmark: _Toc139490094]2.2.6 Prinsip-prinsip pengawasan
Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan conditio sine quano.  Bagi suatu sistem pengawasan efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.
Manullang (2009:174) mengemukakan bahwa, setelah kedua prinsip pokok di atas maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut :
1. Dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel
4. Dapat mereflektir pola organisasi.
5. Ekonomis
6. Dapat dimengerti
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

2.2.6 Cara-cara Mengawasi
		Menurut Manullang (2009:178-180) guna fungsi pengawasan efektif ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu : 
1. Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation); Mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan (oral report); pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis (written report) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasa kepada bawahannya.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal yang bersifat khusus (control by exception) suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditunjukkan kepada soal-soal pengecualian. Pengawasan dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa.

[bookmark: _Toc139490095]2.2.7  Asas Pengawasan
		Harold Koontz dan cyrill O’Donnel (Hasibuan 2003:242). Menetapkan asas pengawasan sebagai berikut :
1. Asas tercapainya tujuan (principle of assurance of objective). Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan/deviasi dari perencanaan.
2. Asas efesiensi pengawasan (principle of efficiency of control). Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.
3. Asas tanggungjawab pengawasan (principle of control responsibility). Pengawasan hanya dilaksanakan apabila manajer bertanggunjawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan (principle of future control). Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa depan.
5. Asas pengawasan langsung (principle of direct control). Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manager bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat saran. Cara yang tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sebisanya mungkin para petugasmemiliki kualitas yang baik.
6. Asas refleks  perencanaan (principle of replection of plane). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga bisa mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. 
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manager dan baawahannya merupakan sarana untuk melakukan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
8. Asas pengawasan individual (principle of individuality of control). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manager. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung tingkat dan tugas manager.
9. Asas standar (principle of standard control). Pengawasan yang efektif dan eefisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Asas pengawasan terhadap strategis (principle of strategic point control). Pengawasan yang memerlukan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Asas pengecualian (the exception priciple). Efisien dalam control membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor pengecualian. Kekecualian ini bisa terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah/atau tidak sama.  
12. Asas pengawasan fleksibel (principle of flexibility of control). Pengawasan harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Asas peninjauan kembali (principle of review). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan (principle of action). Pengawasan bisa dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.
 
[bookmark: _Toc139490096]2.2.8  Fungsi Pengawasan
Menurut Belkoui, yang dikutip oleh Harahap (2000:35), adapun fungsi pengawasan pada dasarnya mencangkup 4 unsur, yaitu :
1. Penetapan standar pelaksana.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pada hakikatnya fungsi pengawasan adalah mengontrol jalannya suatu prosedur kegiatan dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan. 
2.2.9 Tipe-tipe Pengawasan
Menurut Silalahi  (2002:404-406), Tipe pengawasan manajerial untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut :
1. Pengawasan Internal dan Eksternal 
a. Pengawasan terhadap dimensi-dimensi organisasi disebut operating control, untuk dilaksanakan mengetahui penggunaan sumber-sumber fisik, manusia dan informasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasioanal. Pengawasan internal dimana setiap individu mengawasi setiap perilaku sendiri. Jadi kontrol ini, terjadi melalui disiplin diri sendiri (self discipline) untuk menyelesaikan pekerjaan. 
b. Fokus kedua dari kontrol manajerial adalah eksternal juga disebut sebagai strategic control, yang dilaksanakan oleh manajer puncak mengetahui dan mengumpulkan informasi tenteng pesaing, pelanggan, penyalur pemerintah, teknologi dan masyarakat serta mencari perkembangan yang mungkin mempengaruhi rencana organisasi. Pengawasan eksternal manajer mengambil tindakan langsung untuk mengawasi perilaku orang lain.
2. Pengawasan perilaku dan keluaran 
a. Pengawasan perilaku (behavior control) dilakukan secara langsung, pengamatan pribadi atas perilaku pekerja.
b. Pengawasan keluaran (output control) didasarkan pada pengukuran keluaran atau hasil kerja.
3. Pengawasan Preventif dan Represif
a. Pengawasan preventif (preventif control) dimaksudkan untuk mengurangi atau mencegah kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan.
b. Sebaliknya, pengawasan represif (represif control) dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang salah dan membuat kinerja sesuai dengan aturan-aturan dan standar yang di tentukan.
4. Pengawasan Birokratis dan Organik
a. Pengawasan birokratis (bureaucratic control) yaitu, jika cara pengawassan dilakukan menurut prosedur dan aturan ekstensif, hirarkis, deksripsi jabatan yang ketat dan metode-metode formal untuk pencegahan dan pengoreksian penyimpangan dari perilaku dan hasil yang ditetapkan dalam standar.
b. Sedangkan pengawasan organik (organic control) yaitu, jika cara pengawasan dilakukan dengan fleksibel, deksripsi jabatan yang longgar, kontrol individual dan metode-metode lain untuk pencegahan dan pengoreksian penyimpangan dari perilaku dan hasil yang ditetapkan dalam standar.
5. Pengawasan Masukan, Transformasi dan keluaran
a. Pengawasan masukan (feedward control, steering control, preliminary control) dilaksanakan sebelum kegiatan kerja dimulai. Dalam pengawasan ini manajer mencari masukan-masukan baru dan isu-isu baru dalam proses organisasional yang kritis untuk keberhasilan proses. Pengawasan ini mencegah suatu masalah yang bersumber dari masukan.
b. Pengawasan transformasi (concurrent coontrol, screening control, yes/no control) merupakan satu pendekatan untuk kontrol yang mencari akibat ketika pekerjaan dilaksanakan. Metode ini berfokus pada apa yang terjadi ketika proses kerja berlangsung pada sesuatu yang mungkin terjadi dalam mentransformasi masukan menjadi keluaran.
6. Pengawasan Ganda 
Pengawasan ganda (multiple control atau post action control) merupakan sistem yang menggunakan dua atau lebih dari tipe kontrol untuk mendapatkan hasil yang efektif.

	Sedangkan menurut Manullang (2009:117), berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut :
1. Pengawasan Produktif; ditunjukan terhadap kuantitas dan kualitas produksi atau terhadap likuiditas perusahaan.
2. Pengawasan Keuangan
3. Pengawasan waktu; ditunjukan supaya hasil pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Pengawasan manusia; bertujuan agar setiap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi, renca na dan manual.

[bookmark: _Toc139490097]2.3 Kerangka Pemikiran 
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi. Melihat pentingnya peran transportasi bagi kehidupan masyarakat, maka sektor transportasi dan pemerintah harus selalu memperhatikan bukan hanya dari suatu dan kondisi transportasinya saja melainkan harus memperhatikan pula keselamatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon saat ini menghadapi beberapa masalah krusial dalam bidang transportasi. Salah satu masalah krusial yang dihadapi yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor akibat tidak melakukan uji Berkala yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak laik dikendarai. Sehingga dapat membahayakan kendaraan lainnya serta membuat lingkungan tercemari. Untuk itu peran Dinas Perhubungan sangat di perlukan melalui Kepala Seksi.
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori Pengawasan dari Siagian (2011; 139-140) yang terdiri dari :
1) Pengawasan Langsung (direct control)
Pengawasan langsung (direct control) yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan pengawasan langsung sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan ini dapat  berbentuk :
a. Inspeksi Langsung yaitu pengawasan dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan proses pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan keselamatan dan kelaikan jalan.
b. On the sport observation (pengamatan langsung), merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan lapangan. Maksud dan tujuaan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dan selanjutnya pimpinan melakukan tindakan korektif.
c. On the spot report (melaporkan langsung) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara meminta laporan secara langsung kepada bawahan pada saat berada di lapangan, dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada para  pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai yang bersangkutan, sehingga bila ada penyimpangan rencana dan kegiatan akan dapat ditanggulang.

2) Pengawasan Tidak Langsung (indirect control)
Pengawasan tidak langsung (indirect control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan melalui perantara seperti laporan-laporan yang diterima dari bawahan, baik berupa lisan maupun tertulis.
a. Laporan Lisan, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.
b. Laporan Tertulis, merupakan alat pertanggung jawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.
c. Laporan lisan mengenai pelaksanaan dan hasil, dilaksanakan dengan cara pegawai melaporkan selama pelaksanaan berlangsung dan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan dilapangan.
d. Laporan tertulis mengenai pelaksanaan dan hasil, dilaksanakan dengan cara pegawai melaporkan selama pelaksanaan berlangsung dan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan dilapangan.
Hasil yang diharapkan dari Pengawasan Kepala Seksi dalam Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor melakukan pengujian kendaraan untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan.
Maka untuk mempermudah memahami alur berpikir peneliti menggambarkan kerangka berpikirnya sebagai berikut :




Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
(Input)


								
1. Pengawasan Langsung
a. Inspeksi langsung
b. Pengamatan Langsung
c. Laporan di tempat
2. Tidak Langsung
a. Laporan Lisan
b. Laporan Tertulis.
c. Laporan Lisan mengenai pelaksanaan dan hasil
d. Laporan Tertulis mengenai pelaksanaan dan hasil
(Siagian, 2010:115)
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Pengawasan Optimal  
Pengawasan Belum Optimal

Faktor Penghambat :
1. Tidak memiliki alat uji yang lengkap
2. Terhambatnya kalibrasi alat uji jika terjadi mati listrik
3. Minimnya sumber daya
4. Kepala Seksi pada pengujian kendaraan bermotor tidak memiliki kreadibilitas dalam pengujian. 
5.  manusia


							    	
	
   
Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan serta menjamin Keselamatan Bagi pengguna jalan
(Outcame)
(Outcome)




Upaya mengoptimalkan Pengawasan Kepala Seksi dalam meningkatkan masyarakat guna melakukan Uji Kelayakan kendaraan 
(output)
bermotor
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